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MANAJEMEN PERSONEL BIMBINGAN DAN KONSELING
Dwi Putranti
Universitas Ahmad Dahlan
dwi.putranti@bk.uad.ac.id
Abstrak
Tujuan penulisan artikel ini adalah bagaimana dalam melakukan manajemen
personel bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam sistem pendidikan
nasional, organisasi yang bergerak dalam sistem tersebut merupakan sub sistem
yang memiliki sumber daya manusia yang perlu dikelola secara tepat. Secara
nyata mereka adalah para tenaga kependidikan yang memiliki peran sangat
penting dalam mewujudkan tujuan organisasi pendidikan yang pada gilirannya
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan
nasional. Data dari kementrian pendidikan 39% guru bimbingan dan konseling
bukan berasal dari S-1 bimbingan dan konseling. Manajemen personil
bimbingan dan konseling dimulai dengan (1) rekruitmen guru yaitu berlatar S-1
bimbingan dan konseling, (2) kesempatan oleh sekolah dalam pengembangan
diri baik berupa preservice training dan in service training, (3) evaluasi
keinerja guru bimbingan dan konseling oleh kepala sekolah dan pengawas dari
dinas pendidikan.
Kata kunci: manajemen, personil, bimbingan, konseling
1. Pendahuluan
Menurut Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 konselor adalah pendidik.
Profesi konselor sejajar dengan guru, dosen,
pamong belajar, tutor, widyaiswara,
fasilitator, dan instruktur sebagai pendidik
profesional. Masing-masing kualifikasi
pendidik, termasuk konselor, memiliki
ekspektasi kinerja yang unik. Ekspektasi
kinerja konselor dalam menyelenggarakan
pelayanan ahli bimbingan dan konseling
senantiasa digerakkan oleh motif altruistik,
sikap empatik, menghormati keragaman,
serta mengutamakan kepentingan konseli,
dengan selalu mencermati dampak jangka
panjang dari pelayanan yang diberikan
(Permendiknas No. 27 tahun 2008).
Dalam sistem pendidikan nasional,
organisasi yang bergerak dalam sistem
tersebut merupakan sub sistem yang
memiliki sumber daya manusia yang perlu
dikelola secara tepat. Secara nyata mereka
adalah para tenaga kependidikan yang
memiliki peran sangat penting dalam
mewujudkan tujuan organisasi pendidikan
yang pada gilirannya memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap
pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Untuk mencapai pendidikan yang
bermutu tidak cukup dilakukan melalui
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transformasi ilmu pengetahuan dan
teknologi saja, tetapi harus didukung oleh
peningkatan profesionalitas dan sistem
manajemen tenaga kependidikan serta
pengembangan kemampuan peserta didik
untuk menolong diri sendiri dalam memilih
dan mengambil keputusan demi pencapaian
cita-citanya (Juntika, 2011).
Sekolah yang baik perlu diatur atau
dimanajemen dengan baik. pengaturan
tersebut mencakup semua sumber daya
yang dimiliki sekolah tersebut. salah satu
sumber daya sekolah adalah personal (guru
baik PNS maupun bukan PNS, penjaga
sekolah, dan tenaga administrasi). Agar
personal sekolah tersebut dapat
menjalankan hak dan kewajibannya dengan
baik perlu suatu pengaturan, yaitu
manajemen personalia.
Agar semua kegiatan dapat berjalan
dengan lancar, maka sebagai personalia atau
pegawai yang bekerja pada suatu instansi
haruslah mengetahui kewajiban dan hak
sebagai pegawai, sehingga dalam
pelaksanaan tugas akan dapat seimbang. Hal
ini akan berpengaruh pada baik atau
tidaknya kualitas pekerjaan personil
tersebut. Sebagai contohnya, seorang guru
bimbingan konseling yang mengetahui apa
saja tugas dan kewajibannya maka dia akan
dapat dengan mudah melaksanakan
perannya sebagai guru dan sebagai personil
dari suatu instansi.
Tugas sekolah adalah memberikan
pelayanan kepada siswa. Pelayanan yang
dimaksud adalah pelayanan di bidang
pendidikan. Pelayanan tersebut meliputi
pelayanan ilmu pengetahuan, pelayanan
bimbingan dan konseling serta pelayanan
keterampilan. Sekolah dasar dikatakan baik
apabila sekolah tersebut dapat memberikan
pelayanan pendidikan yang baik kepada
siswa. Pelayanan yang baik dapat diberikan
kepada siswa apabila sekolah tersebut
dimanaj dengan baik. Salah satu bagian
yang dimanaj adalah personalia sekolah.
Untuk itu diperlukan manajemen personalia
(management by people). Apabila sekolah
tersebut dapat mengatur personilnya dengan
baik, maka masing-masing personil akan
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
pula.
Manajemen di sekolah khususnya
manajemen personalia atau manajemen
yang menangani tentang kepegawaian,
karena nantinya setelah terjun ke dunia
kerja yang diharapkan seorang guru akan
dapat mengatur diri mereka sendiri sehingga
mempermudah atasan dalam melaksanakan
manajemen personalia. Oleh karena itu
dalam pembahasan manajemen personalia
dipaparkan mengenai pengadaan
kepegawaian hingga pengaturan masa
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pensiun serta berbagai kegiatan
kepegawaian.
Manajemen personalia pendidikan
diatur dalam rangka peningkatan mutu
pendidikan ditunjang guru yang berkualitas.
Sehubungan dengan
pengembangan SDM guru untuk
peningkatan kualitas,  Kartadinata (1997)
mengemukakan bahwa “Pengembangan
SDM berkualitas adalah proses kontekstual,
sehingga pengembangan SDM melalui
upaya pendidikan bukanlah sebatas
menyiapkan manusia yang menguasai
pengetahuan dan keterampilan yang cocok
dengan dunia kerja pada saat ini, melainkan
juga manusia yang mampu, mau, dan siap
belajar sepanjang hayat.”
Kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM), yang antara lain diukur dengan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Perbaikan di bidang pendidikan dan
kesehatan akan berdampak pada capaian
pembangunan manusia. Hal ini mengingat
indikator dalam indeks pembangunan
manusia (IPM) oleh UNDP menempatkan
pendidikan dan kesehatan sebagai indikator
utama disamping indikator ekonomi.
Pendek kata pembangunan manusia telah
memberikan sumbangan terbesar bagi
pencapaian keberlangsungan pembangunan
(Lia Yulita, 2007).
Menurut data BPS (2012) posisi
Indonesia dilihat dari Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) tahun 2012 berada pada
posisi 121 dari 187 negara. Posisi Indeks
Persepsi Korupsi tahun 2012 berada pada
posisi 118 dari 176 negara. Posisi daya
saing Indonesia tahun 2012 berada pada
peringkat ke-50 dari 144 negara, atau
menurun 5 tingkat dibandingkan setahun
sebelumnya. Jika dilihat peringkat untuk
masing-masing pilar daya saing, maka
posisi Indonesia terpuruk pada pilar
efisiensi pasar tenaga kerja yaitu peringkat
ke-120, disusul pilar kesiapan teknologis
yang menempati peringkat ke-85, dan
infrastruktur pada peringkat ke-78. Pilar
terbaik untuk Indonesia hanya terletak pada
ukuran pasar (16), lingkungan
makroekonomi (25), dan inovasi (39).
Kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) bias diukur dan dianalisis dengan
indeks kompetensi. Bahwa indeks
kompetensi yang dikeluarkan oleh World
Economic  Forum pada tahun 2013, bahwa
Indonesia menempati urutan ke-50 atau
lebih rendah dari Singapura (ke-2),
Malaysia (ke-20), dan Thailand (ke-30).
Rendahnya kompetensi sumber daya
Indonesia diperoleh dari faktor-faktor yang
saling berkaitan seperti: (1) tenaga
kerja/ahli profesi yang tidak memiliki
kualifikasi mumpuni, (2) minimnya
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pelaksanaan sertifikasi kompetensi, (3)
belum sesuainya kurikulum di sekolah
menengah dengan keahlian profesi (4) serta
sumber daya manusia di Indonesia yang
sangat berlimpah namun belum dapat
dioptimalkan oleh pemerintah.
Salah satu indikator kemajuan
pengembangan sekolah adalah dukungan
SDM yang berkualitas. Salah satu SDM
yang diperlukan di sekolah adalah guru
bimbingan dan konseling. Peran guru
bimbingan dan konseling cukup sentral
dalam pencapaian tujuan pendidikan
nasional. Namun disisi lain ketersediaan
personel bimbingan dan konseling tidak
sesuai yang diharapkan. Hasil penelitian
Depdikbud 2013, hampir 39% guru
bimbingan dan konseling di Indonesia
berlatar belakang bukan S-1 bimbingan dan
konseling. Penelitian ini secara tidak
langsung berdampak pada profesionalitas
kinerja guru bimbingan konseling.
2. Pembahasan
A. Manajemen Personalia
Personalia ialah semua anggota
organisasi yang berkerja untuk  kepentingan
organisasi yaitu untuk mencapai tujuan
yang sudah ditentukan. Personalia
organisasi pendidikan mencakup para guru,
para pegawai, dan para wakil
siswa/mahasiswa. Termasuk juga para
manejer pendidikan yang mungkin dipegang
oleh beberapa guru (Suharsimi, 2009).
Yang dimaksud dengan manajamen
personil adalah segenap proses penataan
yang bersangkut paut dengan masalah
memperoleh dan menggunakan tenaga kerja
untuk demi tercapainya tujuan sekolah yang
telah ditentukan sebelumnya.
Selanjutnya yang dimaksud dengan
segenap proses penataan adalah semua
proses yang meliputi:
a. Perencanaan pegawai
Perencanaan tenaga kependidikan
merupakan kegiatan untuk menentukan
kebutuhan tenaga kependidikan, baik secara
kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang
dan masa depan. Penyusunan rencana
tenaga kependidikan yang baik dan tepat
memerlukan informasi yang lengkap dan
jelas tentang pekerjaan atau tugas yang
harus dilakukan dalam setiap lembaga
pendidikan.
b. Cara memperoleh tenaga kerja yang
tepat
Pengadaan tenaga kependidikan
merupakan kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan tenaga kependidikan pada suatu
lembaga pendidikan baik jumlah maupun
kualitasnya. Untuk mendapatkan tenaga
kependidikan yang sesuai dengan
kebutuhan, dilakukan rekruitment yaitu
suatu upaya untuk mencari dan
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mendapatkan calon-calon tenaga
kependidikan yang memenuhi syarat
sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih
calon terbaik dan tercakap. Untuk
mendapatkan tenaga kependidikan yang
mempunyai kualifikasi baik maka perlu
diadakan seleksi.
c. Cara menempatkan dan penegasan
Analisis jabatan metode dan teknik
untuk mendapatkan data jabatan,
mengolahnya menjadi informasi jabatan,
menyajikan untuk program-program
kelembagaan, kepegawaian serta
ketatalaksanaan dan memberikan layanan
pemanfaatan bagi pihak-pihak yang
menggunakannya. Analisis jabatan ini
meliputi tiga kegiatan:
1) Mengumpulkan data jabatan dan
mengolahnya menjadi informasi
jabatan.
2) Menyajikan informasi bagi program-
program kelembagaan, ketenagaan dan
ketatalaksanaan.
3) Memberikan layanan pemanfaatan
informasi jabatan yang memerlukan.
Dari kegiatan analisis jabatan akan
dihasilkan daftar tugas atau jabatan yang
seharusnya dimiliki sekolah, uraian tugas
setiap jabatan dan prosedur bagaimana
setiap tugas dikerjakan sebagai contoh
melalui analisis jabatan akan diketahui
Jumlah jenis dan kualifikasi guru yang
diperlukan sekolah.
d. Cara pembinaan dan
pengembangannya
Sebagai suatu organisasi yang
bertumbuh, lembaga pendidikan selalu
membutuhkan perhatian ke dalam yaitu
terhadap dirinya sendiri. Perhatian itu
tertuju pada usaha untuk mempertahankan
kelangsungan. hidup, peningkatan dan agen
pembaharuan. Salah satu aktivitas untuk
mencapai usaha itu ialah dengan melakukan
pengembangan personalia pendidikan.
Dalam melaksanakan tugasnya, seorang
pegawai/ karyawan tidak mungkin statis
tetapi harus dinamis serta senantiasa
berusaha untuk dapat ditingkatkan
prestasi/hasil kerjanya, karir serta
jabatannya. Untuk itulah kegiatan
pengembangan pegawai akan terjadi baik di
lingkungan pegawai negeri maupun swasta.
Meskipun seorang pegawai telah memiliki
bekal pengetahuan serta ketrampilan
sebagai “preservice training” namun demi
efektivitas dan efisiensi serta peningkatan
produktivitas kerjanya maka kemampuan
serta ketrampilannya perlu terus
dikembangkan dan ditingkatkan melalui “in
service training”.
Program in service training dapat
melingkupi berbagai kegiatan seperti
mengadakan aplikasi kursus, ceramah -
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ceramah, workshop, seminar - seminar,
mempelajari kurikulum, survey masyarakat,
demonstrasi-demonstrasi mengajar menurut
metode-metode baru, fieldtrip, kunjungan-
kunjungan ke sekolah-sekolah di luar
daerah dan persiapanpersiapan khusus untuk
tugas-tugas baru. Jadi in service training
ialah segala kegiatan yang diberikan dan
diterima oleh para petugas pendidikan
(pengawas, kepala sekolah, penilik sekolah,
guru dan sebagainya) yang bertujuan untuk
menambah dan mempertinggi mutu
pengetahuan, kecakapan dan pengalaman
guru-guru dalam menjalankan tugas
kewajibannya.
e. Cara evaluasinya
Untuk melaksanakan fungsi-fungsi
yang dikemukakan di atas, diperlukan
sistem penilaian tenaga kependidikan secara
transparan, obyektif dan akurat. Penilaian
ketenagaan ialah usaha-usaha yang
dilakukan untuk mengetahui secara formal
(conduite) maupun informal (manajerial
supervision) untuk mengetahui hal-hal yang
menyangkut pribadi, status pekerjaan,
prestasi kerja maupun perkembangan
pegawai.
f. Cara pemutusan hubungan kerja
Pemberhentian pegawai merupakan
fungsi personalia yang menyebabkan
terlepasnya pihak organisasi dan personil
dari hak dan kewajiban sebagai lembaga
tempat bekerja dan sebagai pegawai.
B. Implikasi Pada Bimbingan dan
Konseling
1) Perencanaan
Sesuai Permendiknas 2008 Tentang
Standar Kompetensi Akademik dan
Kualifikasi Konselor dan diperluat
Permendikbud no 111 Tahun 2014 tentang
bimbingan dan konseling di pendidikan
dasar dan menengah. Jabatan guru
bimbingan dan konselor atau konselor
adalah luludan S-1 Bimbingan dan
Konseling. Kedua regulasi ini sebagai
pijakan Badan kepegawaian dan sekolah
dalam merekuitmen guru bimbingan dan
konseling di sekolah.
2) Pembinaan dan Pengembangan
Sejalan dengan kebijakan Uji
Kompetensi Guru, Penilaian Kinerja Guru
serta Pengembangan Keprofesionalan
Berkelanjutan, guru bimbingan dan
konseling senantiasa di dorong untuk
mengembangkan profesionalitasnya.
Pembinaan kualitas guru dilakukan kepala
sekolah dan pengawas bimbingan dan
konseling. Kepala sekolah diharapkan
memberikan ruang gerak bagi guru untuk
melaksanakan layananya, serta memahami
secara utuh fungsi konselor. Sekolah
memberikan kesempatan bagi guru
bimbingan dan konseling untuk  melakukan
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pengembangan diri baik berupa seminar,
workshop serta penelitian.
3) Evaluasi
Evaluasi kinerja guru bimbingan dan
konseling dilakukan oleh Pengawas
bimbingan dan konseling dari dinas
pendidikan. Pengawas hendaknya berlatar
pendidikan bimbingan dan konseling
sehingga dapat melakukan fungsi supervisi
secara komprehensif. Evaluasi kinerja guru
dilakukan dengan borang Penilaian Kinerja
guru Bimbingan dan Konseling.
3. Kesimpulan
Pengembangan pendidikan
dipengaruhi pada penyiapan sumber daya
manusia. Salah satu sumber daya
pendidikan adalah guru bimbingan dan
konseling. Guna menjamin mutu pendidikan
berkualitas, manajemen personil bimbingan
dan konseling dimulai dengan (1)
rekruitmen guru, (2) kesempatan
pengembangan diri baik preservice training
dan in service training, (3) evaluasi keinerja
guru bimbingan dan konseling oleh kepala
sekolah dan pengawas dari dinas
pendidikan.
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